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Abstrak 

Pengelolaan air bersih (air minum) dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). PDAM Tirtanadi kota 
Medan sering mendapatkan keluhan dari konsumen terkait pelayanan jasanya. Sebagian besar keluhan konsumen 
kepada PDAM Tirtanadi berupa keberatan bayar atas tagihan yang tidak sesuai dengan frekuensi pemakaian 
sehingga dapat menyebabkan konsumen mengalami kerugian. Oleh karna itu perlu dilakukan penggantian kerugian 
dan upaya pemeriksaan PDAM Tirtanadi dalam menyediakan air bersih. Metode penelitian yang digunakan 
menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Bahan penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder 
dan tersier. Penelitian ini bersifat deskripsi-analitis dan untuk melengkapi data penelitian tersebut didukung 
dengan melakukan wawancara. Hasil Penelitian yaitu bentuk pelaksanaan ganti kerugian terhadap kelalaian yang 
dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berupa restitusi atau pengembalian uang yang akan dimasukan 
pada rekening bulan berikutnya, upaya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam menyediakan air bersih pada 
konsumen mengacu pada standar air bersih layak minum berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) 
Nomor 907 tahun 2002 tentang Kualitas Air Minum yaitu lulus uji standar meliputi persyaratan bakteriologis, 
kimiawi, radioaktif dan fisik, upaya PDAM dalam mengatasi melonjaknya rekening akibat kebocoran instalasi dalam 
dengan perbaikan pipa sebelum water meter (pipa persil), baik biaya perbaikan maupun pemakaian air menjadi 
tanggung jawab PDAM, namun apabila kerusakan atau kebocoran pipa setelah water meter maka segala pembiayaan 
ditanggung oleh pelanggan air minum. 
Kata Kunci: Tanggung Jawab; Kerugian Konsumen 

Abstract 
The management of clean water (drinking water) is managed by the Regional Drinking Water Company (PDAM). PDAM 
Tirtanadi often gets complaints from consumers regarding its services. Most of the consumer complaints to PDAM 
Tirtanadi are in the form of objections to paying bills that are not in accordance with the frequency of use so that it can 
cause consumers to suffer losses. Therefore, it is necessary to compensate for damages and rain-check effort to provide 
clean water. The research method used is a normative juridical approach. Research materials consist of primary, 
secondary and tertiary legal materials. This research is descriptive-analytical and to complete the research data it is 
supported by conducting interviews. The results of the study are the form of implementing compensation for negligence 
by the Regional Drinking Water Company (PDAM) in the form of restitution or refunds that will be included in the next 
month's account, the efforts of the Regional Drinking Water Company (PDAM) in providing clean water to consumers 
refers to clean water standards. drinking water based on the Minister of Health Regulation (PERMENKES) Number 907 
of 2002 concerning Drinking Water Quality, namely passing standard tests including bacteriological, chemical, 
radioactive and physical requirements, PDAM's efforts to overcome soaring accounts due to leaks in internal 
installations by repairing pipes before the water meter (persil pipe) ), both repair costs and water usage are the 
responsibility of the PDAM, but if the pipe is damaged or leaks after the water meter, all costs are borne by the drinking 
water customer. 
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PENDAHULUAN 

Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mendirikan badan usaha 

milik daerah (BUMD). BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya 

dimiliki oleh daerah. Kebutuhan daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan 

umum dan kebutuhan masyarakat diantaranya air minum, pasar dan transportasi (Munir Fuady, 

2008). Air merupakan sumberdaya yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup baik untuk 

memenuhi kebutuhannya maupun menopang hidupnya secara alami (Sadar.dkk, 2012). 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaaan alam 

yang terkandung didalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat (Rocky Marbun, 2012).  Institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan 

pengelolaan sumber daya air adalah unit pelaksana teknis pengelola sumber daya air tingkat pusat 

dan daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibidang pengelolaan sumber daya air dan Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) dibidang pengelolaan sumber daya air. (Tarigan dkk, 2021; Nasution 

dkk, 2021). (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air, Pasal 1 Angka (12). 

Tujuan dari Perusahaan Daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah 

khususnya dan pembangunan ekonomi nasional (Rosmawati, 2015). Umumnya dalam rangka 

ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan 

ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan 

makmur (Shidarta, 2004). Perusahaan Daerah yang melakukan kegiatan penyelenggaraan SPAM 

bernama PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) (Shidarta, 2002). 

PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan 

dimonitor oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah (Syamsul Arifin, 2012). PDAM 

sebagai perusahaan daerah diberi tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem 

penyediaan air bersih serta melayani semua kelompok konsumen dengan harga yang terjangkau 

(Andri Akbar, 2021). 

Untuk PDAM di wilayah Sumatera Utara dikenal dengan nama PDAM Tirtanadi, penyedia air 

bersih yang dilakukan PDAM Tirtanadi berbentuk pelayanan publik Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) 

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa pelayanan 

publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik. (Izar dkk, 2020; Tarigan dkk, 2020). 

Pelayanan publik yang dilakukan PDAM Tirtanadi berbentuk pelayanan jasa. Dalam 

pelayanan jasa, diperlukan suatu ukuran untuk mengetahui kualitas jasa dari pelayanan jasa 

tersebut (Fandy Tjiptono, 2002). Kualitas jasa ditentukan oleh yang melakukan pelayanan dalam 

hal ini PDAM Tirtanadi (Janus Sidabolok, 2006).  Definisi kualitas jasa berpusat pada upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatannya mengimbangi harapan 

pelanggan. (Danang Sunyoto, 2013). (Tarigan dkk, 2021; Nasution dkk, 2021). 

Dalam pelayanan jasa, pelanggan sebagai konsumen jasa memiliki kedudukan yang 

cenderung berada pada posisi yang lemah (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011) Keterbatasan 

pengetahuan konsumen mengenai standar pelayanan jasa selama ini menempatkan posisi 

konsumen sebagai mangsa pelaku usaha (Jan Rohtuahson Sinaga,2010). 

PDAM Tirtanadi harus memikirkan hak-hak pelanggan sebagai konsumen jasanya (Yusuf 

Sofie, 2000). PDAM Tirtanadi Medan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik 



JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 4(1) 2022: 37-45, 

39 

tanpa maksud dengan sengaja membuat pelanggan menderita kerugian selama menggunakan atau 

memakai jasa PDAM selalu berusaha bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pelanggan 

tersebut. (Izar dkk, 2020; Tarigan dkk, 2020). Sudah menjadi tanggung jawab PDAM Tirtanadi 

untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7). (Saragih dkk, 2020; Atrizka dkk, 

2020). 

 Seperti hal nya kerugian konsumen akibat melonjaknya tagihan air yang di sinyalir akibat 

kendala kebocoran instalasi. Warga Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) mengeluh tagihan air 

melonjak.(https://news.detik.com/berita/d-5490829/tagihan-air-melonjak-warga-medan-

adukan-pdam-tirtanadi-ke-ombudsman). (Saragih dkk, 2020; Atrizka dkk, 2020). 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka Permasalahan yang dibahasa adalah 

bagaimana bentuk pelaksanaan ganti kerugian terhadap kelalaian yang dilakukan perusahaan 

daerah air minum (PDAM) Tirtanadi, bagaimana upaya perusahaan daerah air minum dalam 

menyediakan air bersih pada konsumen, serta bagaimana upaya (PDAM) dalam mengatasi 

melonjaknya rekening akibat kebocoran instalasi dalam. Tujuan penelitian adalah mendapat 

jawaban dari permasalahan yang dibahas yaitu untuk mengetahui dan memahami bentuk 

pelaksanaan ganti kerugian terhadap kelalaian yang dilakukan oleh PDAM, bentuk 

pertanggungjawaban hukum PDAM Tirtanadi apabila terjadi kerugian yang diderita konsumen 

dan penyelesaian masalah mengenai melonjaknya rekening akibat kebocoran instalasi dalam oleh 

PDAM Tirtanadi. (Pratama dkk, 2020;Amar dkk, 2020). 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yaitu metode penelitian yang 

mengkaji studi dokumen yang menggunakan berbagi data sekunder. Sumber data yang diperoleh 

adalah data sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer yaitu sumber data yang diperoleh 

secara langsung kepada narasumber yaitu Pimpinan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara. 

Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, data on 

line, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-

Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 

tentang pelayanan publik, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 

1945. Bahan Hukum Tertier terdiri dari suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat 

berupa kamus hukum, dan biografi. Sifat  penelitian  ini  secara  deskriptif  analisis  yaitu  untuk  

memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara 

dengan mengambil  beberapa  data serta menganalisis  yang  berkaitan. Adapun Teknik 

Pengumpulan Data dilakukan dengan cara sebagai berikut Library Research (Penelitian 

Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – 

Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum. Field 

Research (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam 

hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan 

cara Wawancara. Analisis Data merupakan langka selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian 

menjadi suatu laporan. Analisis Data dalam penelitian ini merupakan Analisis Data Kualitatif. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bentuk atau tindakan PDAM Tirtanadi dalam Memenuhi Kewajibannya sebagai Pelaku 

Usaha sebagaimana Diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen 

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai kewajiban 

pelaku usaha. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi selaku pelaku usaha menerapkan 

beberapa prinsip dari kewajiban pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 7 yaitu PDAM 

Tirtanadi harus Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahannya. Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Tirtanadi selaku pelaku usaha dalam memberikan pelayanannya kepada 

konsumen pelanggan air minum berpedoman pada ikrar perusahaan yakni: 

1. Menjadikan layanan prima, sebagai budaya layanan PDAM 

2. Menjadikan layanan prima, sebagai identitas PDAM 

3. Menciptakan suasana kerja yang lebih baik dan harmonis 

4. Membuka diri atas kritik dan saran untuk mengembangkan citra PDAM 

5. Merubah sikap birokrat menjadi professional 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi mempunyai kewajiban melakukan itikad 

baik dari mulai transaksi atau perjanjian pemasangan saluran air minum kepada pelanggan air 

minum, perawatan hingga batas yang tidak bisa ditentukan. Itikad baik dalam hal ini dimaksudkan 

guna memberi keyakinan pada pelanggan air minum akan perlindungan hukum dari pelayanan 

yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi selama menjadi pelanggan 

air minum. Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

Bentuk Pelaksanaan Ganti Kerugian terhadap Kelalaian yang Dilakukan Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi 

Pertanggung jawaban Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi dalam pemberian 

kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas air minum yang diterima dan yang dapat 

dimanfaatkan bentuk pelaksanaan ganti kerugiannya terhadap kelalaian yang dilakukan 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berupa restitusi atau pengembalian uang yang akan 

dimasukan pada rekening bulan berikutnya. Suatu bentuk pertanggungjawaban perdata 

sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) diantaranya 

adalah pemberian ganti rugi (kompensasi) atas adanya kerusakan, pencemaran, dan/atau 

kerugian konsumen sebagai akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 

diperdagangkan. Bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha sebagai bentuk 

pertanggungjawaban perdata adalah dapat berupa :  

a. Pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya 

atau perawatan; dan/atau 

b. Pemberian santunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang  berlaku. 

Sedangkan menurut Pasal 1246 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), suatu 

ganti rugi dapat terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu: Kerugian yang nyata-nyata diderita; dan 

Keuntungan yang seharusnya diperoleh. 

Penyelesaian Masalah Terhadap Upaya Daerah Air Minum (PDAM) dalam Menyediakan Air 

Bersih pada Konsumen 

Dari segi kualitas air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi, mengacu pada 

standar air bersih layak minum berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 

907 tahun 2002 tentang Kualitas Air Minum Minum yaitu lulus uji standar meliputi persyaratan 

bakteriologis, kimiawi, radioaktif dan fisik. 
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Kualitas air dari PDAM Tirtanadi sendiri berstandar air bersih yang layak minum. Namun 

dari masyarakat selaku konsumen PDAM sering merasa tidak yakin, oleh karenanya konsumen 

PDAM tidak jarang memasak air PDAM untuk keperluan sehari-hari khususnya untuk minuman. 

(http://karyatulisilmiah.com/pengertian-umum-pelayanan-dan-strategi-kualitas 

jasapelayanan/). Dari segi kuantitas dan kontinuitas PDAM Tirtanadi memiliki standar pelayanan 

minimum (SPM). Untuk aliran air penggunaan rumah tangga dihitung berdasarkan pemakaian air 

rata-rata sebesar 150 liter per orang per hari, sehingga untuk keperluan dalam satu keluarga 

dengan asumsi 6 jiwa dibutuhkan air sebanyak 6 x 150 liter per hari = 900 liter per hari. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa dari segi kuantitas air serta kontinuitas aliran air PDAM Tirtanadi memenuhi 

standar. 

Di sisi lain terhadap jaminan mutu atas sarana dan pra sarana dari Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Tirtanadi berupa pemasangan pipa air yang sesuai dengan Standar Nasional 

Indonesia (SNI), selain itu untuk pipa air dilakukan garansi apabila terjadi kerusakan (kebocoran) 

pipa utama hingga sebelum water-meter (pipa persil), baik biaya perbaikan maupun pemakaian 

air sepenuhnya ditanggung oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Tirtanadi. Hal ini erat 

kaitannya dengan bentuk pertanggung jawaban Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi 

selaku pelaku usaha. 

Penerapan prinsip tepat 3 K (kualitas, kuantitas dan kontinyuitas) yang dilakukan oleh 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi memberikan gambaran mengenai jaminan mutu 

atas barang, dalam hal ini air minum yang secara nyata dilakukan kepada pelanggan air minum 

dapat dikategorikan memuaskan. Hal ini terbukti sampai saat ini belum pernah terjadi 

persengketaan khususnya mengenai jaminan mutu air minum antara Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Tirtanadi dengan pelanggan air minum yang sampai ke pengadilan maupun 

lembaga perlindungan konsumen. 

Penyelesaian Masalah Terhadap Upaya Daerah Air Minum (PDAM) dalam Mengatasi 

Melonjaknya Rekening Akibat Kebocoran Instalasi Dalam 

Keluhan konsumen pelanggan air minum dalam hal kuantitas air minum yang 

didistribusikan pihak Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi, oleh bagian langganan akan 

disampaikan ke kepala seksi sumber air untuk kemudian dilakukan suatu pemeriksaan. 

Pemeriksaan ini bermaksud untuk mencari penyebab dari minimnya kuantitas air yang sampai 

pada konsumen pelanggan air minum (Evi Elisa, 2018). Apabila yang menjadi penyebab minimnya 

kuantitas air minum sampai pada pelanggan disebabkan karena adanya kebocoran pada pipa 

utama, maka perbaikannya akan diserahkan kepada bagian penyambungan (Anindiya Nadira 

Nasution, 2021). Dalam hal pelayanan pengaduan, pelanggan air minum diberikan fasilitas yang 

memudahkan pelanggan itu sendiri. Pelanggan air minum dapat menyampaikan keluhan-keluhan 

akan pelayanan teknis maupun administrative dengan datang langsung ke kantor maupun melalui 

telepon, sms dan/atau mobil pelayanan PDAM yang berkeliling secara rutin. Kemudian, dari pihak 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi melakukan respon (tanggapan) 1 x 24 jam dalam 

penanganan. Termasuk diantaranya pemulihan (perbaikan) berdasarkan keluhan pelanggan air 

minum tersebut. Seperti dalam hal kebocoran pipa, akan dilakukan perbaikan maksimal 2 (dua) 

hari. Jika kerusakan terdapat pada pipa non-induk maka perbaikan dapat dilaksanakan tidak 

sampai memakan waktu 2 (dua) hari. Masih menurut keterangan dari Ibu Putri Khairani (Asisten 

Bidang Umum PDAM Tirtanadi), bahwa PDAM Tirtanadi lebih mengedepankan pada fungsi 

pelayanan kepada pelanggannya, tidak hanya semata-mata mencari keuntungan. 

Terhadap keluhan mengenai ketidaksesuaian antara jumlah pemakaian yang tercantum 

dalam tagihan rekening air dengan angka yang tertera pada stand meter air pelanggan ini, dapat 
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disampaikan kepada Kepala Bagian Langganan. Laporan ini kemudian ditindaklanjuti dengan 

pemberian perintah kepada seksi pembaca meter untuk melakukan pengecekan ulang terhadap 

pembacaan meter air yang ada pada stand meter air pelanggan. Dari hasil pengecekan dengan cara 

pembacaan ulang stand meter air pelanggan ini akan diketahui apakah jumlah pemkaian yang 

tertera dalam rekening tagihan telah sesuai pada stand meter air pelanggan atau tidak. 

Apabila terbukti bahwa jumlah pemakaian yang ada dalam rekening tagihan air tidak sesuai 

dengan yang tertera pada stand meter air pelanggan, maka pihak Perusahaan Deaerah Air Minum 

(PDAM) Tirtanadi akan membuat perhitungan ulang yang sesuai dengan laporan yang terakhir 

diberikan oleh petugas pembaca meter air. Sehingga pelanggan dapat membayar tagihan rekening 

air sesuai dengan tagihan yang lama (berdasarkan pembacaan meter air yang salah), maka sisa 

dari pembayaran yang lama yang dikurangi pembayaran yang sebenarnya, akan dikembalikan lagi 

kepada pelanggan tersebut. 

Dengan demikian maka konsumen pelanggan air minum tersebut pada bulan selanjutnya 

tidak perlu membayar tagihan rekening air secara penuh dan hanya perlu menambah dari 

pengembalian uang dari tagihan sebelumnya. Demikian seterusnya, termasuk jika pengembalian 

uang tagihan tersebut bersisa untuk pembayaran tagihan rekening air untuk beberapa bulan 

berikutnya tetap tidak akan dikembalikan secara tunai kepada pelanggan dalam bentuk cash ( 

http://karyatulisilmiah.com/pengertian-umum-pelayanan-dan-strategi-kualitas-

jasapelayanan/). 

Fakta ini juga membuktikan bahwa kinerja dan pelayanan yang diberikan oleh Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi kepada konsumennya telah memperhatikan standar kualitas 

produk dan juga mekanisme penjualan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang 

Perlindungan Konsumen (UUPK). 

Selain itu, pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi juga sangat responsive 

dan kooperatif terhadap berbagai keluhan yang disampaikan oleh pelanggannya selaku konsumen 

(Roni Syaifutra, 2017). Hal ini memberikan suatu bukti bahwa pihak Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Tirtanadi selaku pelaku usaha telah mengindahkan hak-hak konsumen dan 

berusaha untuk tidak melanggarnya. Terkait dengan adanya hubungan antara konsumen dengan 

pelaku usaha yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), dapat 

dikatakan bahwa pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi selaku pelaku usaha 

telah melaksanakan ketentuan-ketantuan yang ada dalam undang-undang tersebut 

(http://hukbis.files.wordpress. com/2008/02/hukum-3-5-edit-2007.ppt.). 

 

SIMPULAN 

Bentuk pelaksanaan ganti kerugian terhadap kelalaian yang dilakukan perusahaan daerah 

air minum (PDAM) Terhadap adanya keluhan konsumen pelanggan air minum dalam hal kuantitas 

dan kontinyuitas air ini, memberikan pertanggungjawaban peradata berupa restitusi atau 

pengembalian uang yang akan dimasukan pada rekening bulan berikutnya karena ada satu yang 

menyatakan bahwa konsumen berhak atas suatu pelayanan yang baik dari pihak pelaku usaha. 

Upaya perusahaan daerah air minum (PDAM) dalam menyediakan air bersih pada konsumen 

yaitu dengan mengacu pada standar air bersih layak minum berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan (PERMENKES) Nomor 907 tahun 2002 tentang Kualitas Air Minum yaitu lulus uji 

standar meliputi persyaratan bakteriologis, kimiawi, radioaktif dan fisik. (Peraturan Mentri 

Kesehatan RI Nomor : 907/MENKES/SK/VII/2002 Tanggal 29 Juli 2002 Tentang Syarat-syarat dan 

Pengawasan  Kualitas Air Minum Mentri Kesehatan RI). 
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Upaya PDAM dalam mengatasi melonjaknya rekening akibat kebocoran instalasi yaitu 

dengan perbaikan pipa sebelum water meter (pipa persil), baik biaya perbaikan maupun 

pemakaian air menjadi tanggung jawab PDAM, namun apabila kerusakan atau kebocoran pipa 

setelah water meter maka segala pembiayaan ditanggung oleh pelanggan air minum. 
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